
TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
KEGIATAN

PENANGGUNG 

JAWAB
SUB KEGIATAN

PENANGGUNG 

JAWAB

FORMULA

(OUTPUT)

SASARAN 

(OUTCOME)

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Staf Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Staf Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Kepala Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Terlaksananya 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Kepala Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah
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KABUPATEN BARITO SELATAN

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Kepala Subbagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Terlaksananya

Administrasi

Keuangan

perangkat

Daerah

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pelayanan publik, 

pemberdayaan 

masyarakat, serta 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap wilayah 

administrasi di 

tingkat Kecamatan 

Karau Kuala

Pelayanan publik 

yang 

diselenggarakan di 

kecamatan

Jumlah capaian 

kinerja adminstrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

1. Nilai Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintahan 

(SAKIP). 

2. Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) (Nilai)

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase 

Penunjang urusan 

Pemerintahan



TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM
SASARAN 

PROGRAM
KEGIATAN

PENANGGUNG 

JAWAB
SUB KEGIATAN

PENANGGUNG 

JAWAB

FORMULA

(OUTPUT)

SASARAN 

(OUTCOME)

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Staf Bagian Umum 

dan Kepegawaian

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Kepala Subbagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Staf Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase Kegiatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

yang terlaksana 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat

Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

Staf Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah Dokumen 

Fasilitasi dalam 

rangka Perencanaan 

Pembangunan 

Partisipatif

Terlaksananya 

Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM

Cakupan Layanan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum yang 

dilaksanakan

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum Sesuai 

Penugasan Kepala 

Daerah

Kepala Seksi 

Pemerintahan

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan

Staf Seksi 

Pemerintahan

Jumlah Dokumen 

Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan 

di Kecamatan

Terlaksananya 

Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan 

di Kecamatan

Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah

Perencanaan 

Pembangunan di 

Kelurahan

Staf Seksi 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Kelurahan)

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Kelurahan

Terlaksananya 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Kelurahan

Kepala Seksi 

Pembangunan Dan 

Pemberdayaan

Masyarakat

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Staf Seksi 

Pembangunan Dan 

Pemberdayaan

Masyarakat 

(Kelurahan)

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan yang 

Terbangun

Terlaksananya 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan yang 

Terbangun

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pelayanan publik, 

pemberdayaan 

masyarakat, serta 

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap wilayah 

administrasi di 

tingkat Kecamatan 

Karau Kuala

Pelayanan publik 

yang 

diselenggarakan di 

kecamatan

Kepala Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Tersedianya

Jasa Penunjang

Urusan

Pemerintah

Derah 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Persentase 

Masyarakat yang 

Difasiltasi Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan

1. Nilai Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintahan 

(SAKIP). 

2. Maturitas 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) (Nilai)

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Indeks Desa 

Membangun

Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase 

Penunjang urusan 

Pemerintahan




